
Semarang, 7 Oktober 2019 



UU No. 23 tahun 2014,  
Pasal 229 ayat 4 

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: 
1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

2. melakukan pemberdayaan masyarakat; 

3. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

4. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 

5. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
camat; 

7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 



Menguatkan jejaring sosial 
pemerintahan dapat melalui layanan 
yang Mudah, Murah, Cepat, Tuntas. 

Layanan Pengaduan 
Masyarakat 

Layanan 
Keterbukaan 

Informasi Publik 

1. UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. UU No. 25 tahun 2009, Pelayanan Publik; 
3. UU No. 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah, Pasal 229 (ayat 1-6); 
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 
5. Peraturan KOMISI INFORMASI  Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik Desa; 
6. Pergub Jateng No 13 tahun 2018, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Melalui Media Komunikasi dan Elektronik di Jawa Tengah, Pasal 2 s.d. 4; 



 

LAYANAN MUDAH, MURAH, 

CEPAT, & TUNTAS 

Aparatur Mudah Ditemui Rakyat,  

Tidak Mempersulit, dan  

Menggunakan Teknologi Digital 

Tanpa Pungutan Liar 

Respon Yang Cepat 

MUDAH 

MURAH 

CEPAT 

Masalah Terselesaikan  TUNTAS 



 

BIROKRASI KASUAL 



 

BIROKRASI KASUAL ADALAH 
JIWA PARA PELAYAN RAKYAT YANG  

GESIT DAN KOMIT 
SEBAGAI SEBUAH KULTUR PUBLIC SERVICE 

“ 
Ganjar Pranowo 



BIROKRASI DIGITAL 



 

PERGUB NO.13 tahun 2018 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH 



 



ALUR PENGADUAN 



 

GRAFIK KANAL ADUAN LAPORGUB 2019 
JANUARI S/D 09 SEPTEMBER 2019 

2.142 2.086 
1.744 

1.413 1.275 

694 

30 24 

TOTAL LAPORAN MASUK = 9.408 



 

CONTOH 



 

CONTOH 



 

CONTOH 



 

CONTOH 





16 
Bab 

36 pasal 

 Mewujudkan 

kesejahteraa

n Masyarakat 

 Mengoptimal

kan layanan 

publik 

 Harmonisasi 

pembanguna

n daerah 

 Sinergitas 

kebijakan 

pemerintah 

 

 Mewujudkan 
kepastian hukum 

 Layanan Provinsi 
Cerdas 

 Layanan 
Kemasyarakatan 
Cerdas 

 Layanan Ekonomi 
Cerdas 

 Layanan 

 Layanan 
Lingkungan Cerdas 

 Pemanfaatan 

Dokumen 

Elektronik 

 Koordinasi 

SKPD yang 

membidangi 

urusan 

masing-

masing 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
CERDAS/ No.11 Tahun 2019 



NON- 

GOV 

VILLA

GE 

CITY / 

REGE

NCY 

PROV 

Gov-Services 
Gov-Services 

Dewan Smart Province: 
Bagaimana men-
sinergi-kan semua 
komponen dan 
stakeholder. 
 
Catatan: 
Mensinergikan dengan 
cara koordinasi, kolaborasi 
dan kesepakatan. 

DEWAN 

SMART 

PROVINCE 

REGULATE 

(incl. Smart Service related) 

SMART PROVINCE 
masyarakat 

BADAN KOLABORASI 



PROVINSI 
CERDAS 

INOVATIF 

TERINTEGRASI 

BERKELANJUTAN 

KUALITAS 
HIDUP 

MASYARAKAT INFRASTRUKTUR 

LAYANAN PUBLIK 
DESA/KELURAHAN

/KECAMATAN 

LAYANAN PUBLIK 
KABUPATEN/KOTA 

LAYANAN 
PUBLIK 

PROVINSI 

PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS 



TERIMA KASIH 
Semarang, 7 Oktober 2019 

Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 
riena_retnaningrum@jatengprov.go.id 

Twitter: @rrningrum711 
IG: @rrningrum 

mailto:riena_retnaningrum@jatengprov.go.id
https://twitter.com/rrningrum711
https://twitter.com/rrningrum711

